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Abstrak

Terjadinya suatu konflik bersenjata dibelahan dunia baik konflik bersenjata
internasional ataupun non internasional membawa dampak bagi banyak
pihak baik negara-negara di dunia ataupun masyarakat sipil yang menjadi
korban. Khususnya pihak yang rentan menjadi korban yaitu perempuan,
merupakan pihak yang sering terkena dampak langsung oleh konflik
bersenjata serta pihak yang digunakan sebagai strategi untuk menaklukkan
musuh. Perempuan mengalami dampak dari konflik bersenjata dalam
bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan, hamil paksa, pembunuhan
paksa, penjualan orang, dan kekerasan lainnya. Perempuan dalam konflik
bersenjata haris diberikan perlindungan hukum dalam bentuk apapun itu,
termasuk konflik bersenjata internasional ataupun non internasional. Salah
satu utama hukum yang berperan memberikan memberikan perlindungan
terhadap perempuan dalam konflik bersenjata adalah Hukum Humaniter
Internasional sebagai salah satu aturan yang dapat digunakan oleh semua
negara untuk mengurangi penderitaan dan untuk melindungi Perempuan
dalam situasi konflik bersenjata. Bentuk-bentuk perlindungan yang
diberikan oleh Hukum Humaniter terdapat dalam Konvensi Jenewa IV
tahun 1949 menjelaskan perihal perlindungan bagi masyarakat yang
menjadi korban dalam konflik bersenjata, dan diperkuat dengan adanya
Protokol Tambahan | dan Il tahun 1977. Serta peran dari lembaga
International Committee of the Red Cross (ICRC) yang didasari Pasal 3
ayat 2 alinea 1 Konvensi Jenewa 1949 yang memberikan perlindungan
terhadap perempuan dalam konflik bersenjata. Bagi para kombatan yang
melakukan kejahatan terhadap perempuan harus diadili berdasarkan
peraturan dalam Statuta Roma tahun 1998.

Karena perlindungan hukum terhadap kekerasan pada perempuan dalam
konflik bersenjata menjadi sangat penting untuk diberikan, sehingga tidak
hanya Hukum Humaniter yang memberikan perlindungan namun salah satu
oraganisasi dunia Peserikatan Bangsa-Bangsa juga memiliki kewenangan
terhadap perempuan yang menjadi korban konflik bersenjata. Adanya
Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) tentang perempuan,
perdamaian dan keamanan menjadi dasar berdirinya Aksi PBB untuk
memberikan perlindungan pada perempuan yang menjadi korban konflik
bersenjata, Aksi PBB merekrut anggota-anggota PBB lainnya untuk
berperan dalam perlindungan terhadap perempuan.

Kata kunci: Perempuan, Konflik Bersenjata, Kekerasan berbasis gender,
Hukum Humaniter, Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Abstract

The occurrence of an armed conflict in different parts of the world, whether
international or non-international armed conflict, has an impact on many
parties, both countries in the world and civilians who are victims. In
particular, those who are vulnerable to becoming victims, namely women,
are parties who are often directly affected by armed conflict and those who
are used as a strategy to conquer the enemy. Women experience the impact
of armed conflict in the form of sexual violence such as rape, forced
pregnancy, forced killing, selling people, and other violence. Women in
armed conflict must be given legal protection in any form, including
international or non-international armed conflicts. One of the main laws
that play a role in protecting women in armed conflict is International
Humanitarian Law as one of the rules that can be used by all countries to
reduce suffering and to protect women in situations of armed conflict. The
forms of protection provided by Humanitarian Law are contained in Geneva
Convention 1V of 1949 which describes the protection for people who are
victims of armed conflict, and is strengthened by the existence of Additional
Protocols I and I1 of 1977. As well as the role of the International Committee
of the Red Cross. (ICRC) which is based on Article 3 paragraph 2
paragraph 1 of the 1949 Geneva Convention which protects women in
armed conflict. Combatants who commit crimes against women must be
prosecuted under the 1998 Rome Statute.

Because legal protection against violence against women in armed conflict
is very important to be given so that not only Humanitarian Law provides
protection but one of the world organizations of the United Nations also has
authority over women who are victims of armed conflict. The existence of
UN Security Council Resolution 1325 (2000) on women, peace, and security
became the basis for the establishment of the United Nations Action to
protect women who were victims of armed conflict, the United Nations
Action recruited other United Nations members to play a role in the
protection of women.

Keywords: Women, Armed Conflict, Gender-based Violence, Humanitarian
Law, United Nations.
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